
1. Uodang-UodangNomor28 Tahun 1959 teotang Pembentukan
Daerah Tingkat D dan Kotapraja eli Sumatera Selatan
(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 1959 Nomor73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNcgaraRepublik
IndonesiaNomor4355);

3. Undang-UndangNomor32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepubUkIndonesia
Nomor 4437) sebagaimana (eJab diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tabun 2008
tcntan& PerubBhan Kedua AlaS Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tcntang PemerintahanDaerall (LembaranNegara
Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan
LembaranNegaraRepubUkIndonesiaNomor4844);

Mengingat

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah
PaJembangBARl sebagai rumah sakit ya.ngmenerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan l..ayanan Umum Daerah
(PPK-BLUD)dan sejalan dengan Peraturan Menten KeulU'gan
Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan
Pengawas pada Layanan Umum, perlu membentuk Dewan
Pengawaspede Badan l..ayananUmum Rumah Sakjt Umum
DaerahPaJembangBARI;

b. bahwa berdasarlcan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daJam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Walikota
PaJemhangtentang Pembentukan Dewan Pengawas pada
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum
DaerahPaJembangBARI;

PERATllRANWALIKOTAPALEMBANG

NOMOR 31 TAHUN2014

TENTANG

PEMBENTUKANDEWANPENGAWASPAOABADANlAYANANUMUMDAERAH
(BLUD)RUMAHSAKlTUMUMDAERAHPALEMBANGBARI

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WAUKOTAPALEMBANG,

WAUKOTA PALEMBANG
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Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

I. Daerah adalab KOla Palembang;
2. Pemerimah Kola adalab Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalab Walikola Palembang;
4. Sckretaris Daerah adaJah Sekretaris Daerah KOla

Palembang;
5. Rumah Sakit adalab BLVD Rumah Sakit Vmum Daerah

Palembang BARI;
6. Badan Layanan Vmum Daerah yang selanjutnya di singkat

Bl.UD adalab $atuan Kerjn Perangkat Daerah pada Satuan
Kerja Perangkal Daerah di lingkungan Pemerintah KOla
Palembang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
aadan Layanan Umum Dacrah dan dibentuk untuk
memberikan peJayanan kepada masyarakat:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasall

MEMU'ruSKAN:

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (8LUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PALEMBANG BARI

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumab Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan J..embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50725);

6. Unda.ng-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentnng Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lc:mbaran Negaru RepubUk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 len tang
Pengelclaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonensia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan AtaS Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tarnbahan Lcmbaran
Negara RepubJik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Menten Dalarn Negeri Nomor 61 Tahun 2001
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
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Pasal4

(11Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dati unsur-unsur:
a SekretarisDaerah;
b. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
C. Tenaga ahli di bidang perumahsakitan yang berasaJ dari

organisasi profesi I"\l.01.ah sakit;
d. Masyarakat yang berpengaJaman dibidang perumah

sakitan

(2)Kritcria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas,
yairu:
O. memiliki dedikasi dan memahami mesatuh-masatah

yang berkaitan dengan kegiatan BLU0 serta dapat
mcnyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tuaaOnYA;

Bagian Kcdua
Unsur Dewan Pengawas

(1) JumJah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak
3 (tiga) aiau ;; (lima) orang dan seorang diantara anggota
Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Kerua Dewan
Pengawas.

(2) Jabaran sebagai anggota Dewan Pengawas tidak boleh
dirangkap dengan salah satu jabatan strukturaJ di Rumah
Sakit.

Pasal3

Bagian Kesatu
Keanggotaan

BASm
KEANOOOTMN, UNSURDAN MASAJABATAN

DEWAN PENGAWAS

BAS 11
PEMBENTUKAN DEWAN PEOAWAS

Pasal2

Dengon Peraturan WaJikota ini dibentuk Dewan Pcngawas
pada BWD RSUD Palembang BARI.

7. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD PaJembang BARl;
8. Pola PengeJolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah

yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adaJab polo
pengelolaan keuangan yang memberikan Oeksibilitas
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat untuk meningkat.kan pelayanan kepada
masyarakat daJam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan menoerdaskan kehidupan bangsa sebagai
pengceualian dan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya;

9. Dewan Pengawas BLUD, yang sel.anjuUlya disebut
Dewan Pengawas adaJab organ yang bertugas melakukan
pengawasan terhadep pengelolaan BLUD.
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Pass I 7

(I) Dewan Pengawas berkewajiban:
a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikoto

mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan
oleh PejaOOtPengclola BLVD:

Bagian Kedua
Kewajiban

Bagian Kesatu
1'ugas

PasaI6

(1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh direksi
mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bienia, Rencana
Bisnis dan Anggaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta mengadakan
evaIuasi terhadap hasil kerja direksi rumah sakit.

(2) Anggota Dewan Pengawas daIam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilarang rnencampuri
dan bertindak langsung terhadap teknis operaaional
rumah sakit,

BABIV

TUGAS, KEWAJ18AN DAN WEWENANO
DEWAN PE:NOAWAS

Bogian Keligo
Masa Jabatan

Pasal5

Mesa jabatan Anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima)
taboo dan dapat diangkat kembaIi untuk I (salU)kaUmass
jabatan berikutnya.

(3). Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas, dnetapkan
dengan Kepurusan WaIikota.

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak
pcrnah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi
anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas
yang dinyatakan bersaJah dan sudah rnempunyai
kekuatan hukum tetap karcna menyebabkan SUSN
badan usaha pailit atau orang yang pemah melakukan
tindak pidana yang merugikan daerah atau Negara; dan

c. mempunyai kompetensl dalam bidang perumah sakitan,
manQjemen keuangan, sumber daya manusia dan
mcmpunyai komitmen terhadap pcningkatan kuaIitas
pelayanan public.
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(2) Rapat scbagaimona dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh
Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri
paling seclJJut 3 (tiga) anggola Dewan Pengawas.

(3) Rapat anggota Dewan Pengaw.,. dcngan plmpinan BLUD
dapat clJadakan paling sediJut 4 (cmpoll) kali da1am I (""11.1)
tabun atas undangan Ke,ua Dewan Pengawas.

(4) Apablla d'perlukan rapat antara Dewan Pengawa. dengon
punpinan BLUD dapat diadakan sewa.ktu·waktu atae
undnngan Kt'lua Dev.-an ""nga wa8 atau ata. perrmntann
pimpman BLUD

(I) Untuk meLaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya,
Dewan Pengawas sewakru-waktu dapat mengadakan tapa!
alas permintaan Ketua Dewan Pengawas,

PasaJ 9

BABVI
RAPATDEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawasberwenang:
a. meminta penjcl888l1 peda pejabat pengelola dun/omu

pcjabat hun mengenai pengelolaan BLUD;
b. mengajukan, anggaron untuk keperluan tugas·'''gas

Dev.'81I Penge...-as; dan
c. mendatangkan tenaga ahJi, konsultan, atau Icmbaga

mdependen lainnya apabila dipertukan.

Posal8

Bagian Keti8l'
W.,...,nang

b. IIICII8ilruti perkembangan kegiatan BL.UD, memberikan
pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setfnp
masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;

c. melaporkan kepada Walikote apabila terjadl gejolo
mcnurunnya kinerja BL.VD;

d. mcmberi nasehat kcpada Pejabal Pengclola BLUD
dalam melaksanaican pcngclolaan BLUD;

e. melakukan evaluasi dan pcnilaian klnerju balk
keuangan maupun non keuangan, serta membcrikan
saran dan catatan-eatatan penung untuk
clJundaklanJuti oleh PeJabat pengeloJa BLUD; dan

r. meJakulcan mOnttoring tindak Janjut hasH evaluo.i dan
penilaJan kinerja,

(2)Dewan Penp .......... J.b mclaporkan peJaksanaan tugu. don
k",·~.banny. sebe8l'unana ciunaksud daIam pasal 5 dan
sebapimana d,maksud peda ayat (I) kepada W9hkota
seeara berkala pal.ng sediJcit I (saw) leah dalam I (18lul
semester dan lIno.. kru-wakru apebila diperlukan.
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(1)Anggota Dewan Penga...as dan Sekretaris Dewan Pengowa.
dibcrikan honoranum 8CsWlJdengan tanggung jawab dan
tuntutan pror.,..l()nahsmeyang diperiukan.

(2)Segala baay.. operas,onal yang diperluknn dalam
pelak""naan tups OeY.an Penga"'''s lermasuk honorarium
Kerua, Anggota dan Sekretaris Dewan PengawlISdibebankan
pada nnggamn rumah sakat dan d,mu8t dalam Rencana
Blsnis dan Anggaran (RBA).

BABlX
HONORARIUM

Pasall2

(1) WaJikota <lapat menpngkat Sekretaris Dewan Pengawas
untuk mendulcung kdanc:ara.o rugas Dewan Pengawas.

(2) Sekretans De1o.'BD Pengawas bukan merupakan anggola
Dewan Pengawas.

(3) Sekretaris Dewan Pengawas bcrasal dan unsur Rumah Sakit
yang diusulkan oleh pimpinan BLVD.

BABVm
SEKRETARlS DEWAN PENGAWAS

PasaJ 11

(I) Anggo13Dewan Pengawas dibcrhentikan oleh WalikoUlselUal
kc:wcnanljallnya, IClelah masa jabatan Anggot.o Dewan
Penga",as Bc:rakhor.

(2) Anggota Dewall Pengawas dapat dibcrhentikan sebclum hab!s
masa jabatan olc:hWaI,kota atas usui ptmpman BLUD.

(3) Pembcrhentian angola De1o.'BD Pengawas eebaf!j\,mllna
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila;
a. udak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang

undanpn,
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rurnnh Sakil.

atau;
d. dipidana penjara karena dipersalahkaan melakukan

undakan pidana dan/atau kesalahan yang berkaltan
dengan tupsnya melaksanakan pengawasan rumah sakit.

PasallO

BABVU
PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

(5)Apabila <lalam rapel angola Dewan Pengawas tido.k hadir
tanpa alasan yang bcrsangkutan djanggap menerimo hasil
rapat,
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Oiundangkan di Palembans
pada tanggal (0_ ",. ~q

SEKRETARlS DAERAH

KOT1l1;~A.';O·
UJ!~AT
BERITADAERAHKOTAPAL£MBANOTAHUN 2014 NOMOR 11

ROMI HERTON

A&ar seuap orang mcngetahwnya. memennUlhk.ln
pengundangan Peraturan Wahkolll ioi dengan penempstan
daJam Scnla Oacrah Kola Palcmbang.

O.tctapkan di Palembang
pede tanggal ?V<\; 2014

Peraturan WalikoUl ini mulru berlaku poda tangglll
diundQtl8kan.

PasaJ 13

BABX
KETENTUANPENUTUP

(3)Jumlah Hoooranum yang diterima oleh Dewan Pengawas
dan SektelAt'is Dewan Pengawas ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

7




